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No. 

 
Pasal/Article 

 

 
Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku/ 

The Currently Prevailing Articles of Association 
 

 
Usul Perubahan/ 

Proposal for Amendment 
 

 
Rujukan POJK/ 
POJK Reference 

  
Pasal 4/ 
Article 4 

 
MODAL/ 
CAPITAL 

 
MODAL/ 
CAPITAL 

 

 

1 
 

Pasal 4 ayat (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 28,01% (dua 
puluh delapan koma nol satu persen) atau sejumlah 7.703.700.000,- 
(tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus ribu) saham atau dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp770.370.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh 
miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) telah disetor penuh kepada 
Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai 
nominal saham yang disebutkan sebelum penutup akta pada akhir akta. 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 
penuh ke dalam Perseroan sebesar 28,01% (dua puluh 
delapan koma nol satu persen) atau sejumlah 
7.703.700.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus 
ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp770.370.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga 
ratus tujuh puluh juta rupiah). 
 

Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 

Article 4 
paragraph (2) 

Of the referenced authorized capital has been issued and paid-up totaling 
to 28.01% (twentyeight point zero one percent) or amounting to 
7,703,700,000 (seven billion seven hundred three million seven hundred 
thousand) shares or with the aggregate nominal value in the amount of 
Rp. 770.370.000.000,- (seven hundred seventy billion three hundred 
seventy million rupiah) has been paid up in full to the Company by each of 
the shareholders with the details as well as nominal value of the shares as 
mentioned before the closing of the deed at the end section of the deed. 
 

2. Of the referenced authorized capital has been issued and 
paid-up in full into the Company totaling to 28.01% (twenty 
eight point zero one percent) or amounting to 7,703,700,000 
(seven billion seven hundred three million seven hundred 
thousand) shares or with the aggregate nominal value in the 
amount of Rp. 770.370.000.000,- (seven hundred seventy 
billion three hundred seventy million rupiah). 

Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019 

2 Pasal 4 ayat (3) 
 

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan 
modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan 
yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan 
memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, 
undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundangan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur 
tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu 
serta peraturan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.  
 
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui 
pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam 
Pasal -11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.  
 

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan 
menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan 
dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh 
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang 
Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan 
memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran 
Dasar ini, undang-undang tentang Perseroan Terbatas, 
peraturan yang mengatur tentang penambahan modal 
dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu 
serta peraturan lain di bidang pasar modal.  
 

 
 

Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 

 Article 4 
paragraph (3) 

Portfolio shares will be issued according to the capital needs of the 
Company, at the time and in the manner, with the price as well as the 
requirements stipulated by the Board of Directors based on the approval of 
the General Meeting of Shareholders, by means of private placement, with 
due observance of the regulations contained in this Articles of Association, 
the law regarding Limited Liability Company, the prevailing statutory 
regulations in the Capital Market sector, among others the regulations 

3. Portfolio shares will be issued according to the capital needs 
of the Company, at the time and in the manner, with the 
price as well as the requirements stipulated by the Board of 
Directors based on the approval of the General Meeting of 
Shareholders, by means of private placement, with due 
observance of the regulations contained in this Articles of 
Association, the law regarding Limited Liability Company, the 

Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019 
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which stipulate regarding the increase of capital without giving preemptive 
rights as well as the regulations of the Stock Exchange in which the shares 
of the Company are listed. 
 
The quorum and resolution of the General Meeting of Shareholders 
approving the issuance of portfolio shares must fulfill the requirements in 
Article 11 paragraph 1 of this Articles of Association. 
 

regulations which stipulate regarding the increase of capital 
without giving preemptive rights as well as other regulations 
in the capital market sector. 

3 Pasal 4 
ayat (4)  
huruf a 

Kalimat 2 
 
 

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda 
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
 
a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan 

kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran 
tersebut;  

 
 

4. a. Dalam hal penambahan modal dilakukan dalam rangka 
perbaikan posisi keuangan, penyetoran atas saham 
dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan. 

b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam 
bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan 
yang berlaku termasuk ketentuan dibidang pasar 
modal. 

c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, 
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud 
wajib memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk 
ketentuan dibidang pasar modal. 

 

Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 
Pasal 9 ayat 2 (b) 

 

 Article 4 
paragraph (4) 

letter a 
Sentence 2 

Payment over the shares in other form than cash, either in the form of 
tangible goods or intangible goods, must fulfill the following requirements: 
 
a. The relevant goods to be used as payment of capital must be 

announced to the public at the time of summoning for the GENERAL 
MEETING OF SHAREHOLDERS regarding the payment aforesaid; 

4. a. 
 
 
 
b. 
 
 
 
c. 

In the event that the increase of capital is carried out 
in the framework of capital position improvement, the 
payment over the shares in the form other than cash 
will not be done. 
In the event that the payment over shares is carried 
out in the form of other than cash, must be fulfilled 
the prevailing provisions, including the provisions in 
the capital market sector. 
Payment over shares in the form other than cash, 
either in the form of tangible goods or intangible 
goods, must fulfill the prevailing provisions, including 
the provisions in the capital market sector. 

 

Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019  
Article 9 paragraph 2 (b) 

4 Pasal 4 ayat (4) 
huruf b 

 

b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh 
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak 
dijaminkan dengan cara apapun;  

 

DIHAPUS 
 

Sudah tertuang  
Dalam Pasal 4 ayat 4 (b) 

 Article 4 
paragraph (4) 

letter b 

b. The goods to be used as payment of capital must be appraised by 
an Appraisal registered at the Financial Services Authority and is not 
being encumbered in any manner whatsoever; 

 

DELETED Has been set out  
In Article 4 paragraph 4 (b) 

5 Pasal 4 ayat (4) 
ayat c 

 

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur 
dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;  

 

DIHAPUS 
 

Sudah tertuang  
Dalam Pasal 4 ayat (3) 

Article 4 
paragraph (4) 

letter c 

c. Obtain approval of the General Meeting Of Shareholders with the 
quorum as stipulated in Article 11 paragraph 1 of this Articles of 
Association; 
 
 

DELETED Has been set out  
In Article 4 paragraph (3) 
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6 Pasal 4 ayat (4) 
huruf d 

 

d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal 
dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di 
Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar 
wajar; dan  

 

DIHAPUS 
 

Sudah tertuang  
Dalam Pasal 4 ayat 4 (b) 

Article 4 
paragraph (4) 

letter d 

d. In the event that the goods to be used as the payment of capital is 
in the form of shares of a company listed at the Stock Exchange, 
then, their price must be stipulated based on the fair market value; 
and 
 

DELETED Has been set out  
In Article 4 paragraph 4 (b) 

7 Pasal 4 ayat (4) 
huruf e 

 

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio 
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka 
laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur 
modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan 
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang 
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian.  

 

DIHAPUS 
 

Sudah tertuang  
Dalam Pasal 4 ayat 4 (c) 

Article 4 
paragraph (4) 

letter e 

e. In the event that the payment aforesaid derives from retained 
earnings, shares agio, net profit of the Company, and/or own capital 
elements, then, the retained earnings, shares agio, net profit of the 
Company and/or other own capital elements aforesaid must have 
already been contained in the last Annual Financial Statement which 
has been audited by an Accountant registered at the Financial 
Services Authority with unqualified opinion. 
 

DELETED Has been set out  
In Article 4 paragraph 4 (c) 

8  - 
 
 

4. d. Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal 
yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan 
transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, 
wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk 
membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas 
lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut 
“HMETD”)  
 

Merupakan Klausul baru. 
Menyesuaikan dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 
Pasal 12 

 - 4. d. In the event that the Company carries out increase of 
capital, the fund utilization of which is used to carry out 
transaction with a certain value which has been 
stipulated, there must be a Standby Purchaser ensuring 
to purchase the remaining shares and/or other Equity 
Securities, which are not exercised by the holder of 
Preemptive Rights (hereinafter will be referred to as 
“PR”) 
 

Constitute a new clause. 
Adjustment to 
POJK 14/POJK.04/2019  
Article 12 

 
9 

 - 4. e.  Perseroan yang melakukan penambahan modal baik 
dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham 
maupun tanpa memberikan HMETD, wajib 
mengumumkan informasi mengenai rencana 
penambahan modal dimaksud.  
 

Merupakan Klausul baru. 
Menyesuaikan dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 
Pasal 15 ayat 1.  
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 - 4. e. The Company carrying out the increase of capital by 
giving PR to the shareholders and without giving PR, will 
be obliged to announce information regarding the 
relevant capital increase plan 
 

Constitute a new clause. 
Adjustment to 
POJK 14/POJK.04/2019 
Article 15 paragraph 1.  

10 Pasal 4 ayat (5) 
 

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran 
saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun 
peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan 
memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan 
dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat 
melimpahkan kewenangan dengan cara memberikan kuasa kepada Dewan 
Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah 
dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas. Kuorum dan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran 
saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 
Anggaran Dasar ini.  
 

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam 
simpanan memutuskan jumlah maksimum saham dalam 
simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS dapat 
melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna 
menentukan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi 
batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS. 

Penyesuaian kalimat dalam 
Anggaran Dasar 

Article 4 
paragraph (5) 

In the event that the General Meeting of Shareholders approves the 
issuance of portfolios shares by means of private placement and the 
increase of capital without preemptive right and decides the maximum 
number of portfolio shares to be issued, then, the General Meeting of 
Shareholders aforesaid may delegate the authority by virtue of a power of 
attorney to the Board of Commissioners to state the actual total number of 
shares to be issued in the framework of the private placement. The 
quorum and the resolution of the General Meeting of Shareholders to 
approve the issuance of the portfolio shares must fulfill the requirements 
in Article 11 of this Articles of Association. 
 

5. In the event that the General Meeting Of Shareholders 
approving the issuance of portfolio shares decides on the 
maximum amount of portfolio shares to be issued, then, the 
General Meeting Of Shareholders may delegate the authority 
to the Board of Commissioners in order to determine the total 
increase of capital which does not exceed the maximum limit 
which has been stipulated by the General Meeting Of 
Shareholders. 

Adjustment to sentences in the 
Articles of Association 

11 Pasal 4 ayat (6) 
huruf a 

 

Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka: 
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas 

yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan 
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) 
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat 
Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat 
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding antara jumlah saham  yang 
dimiliki pemegang saham tersebut dan  jumlah seluruh saham yang 
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama 
para pemegang saham pada tanggal tersebut. 

 

6. a. Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui 
penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya 
baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang 
memberikan hak untuk membeli saham, dengan 
memberikan HMETD yang merupakan suatu hak yang 
dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai 
dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan 
sahamnya  
 
 
 
 

Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019  
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Article 4 
paragraph (6) 

letter a 

If the Equity securities were going to be issued by the Company, then: 
a. Every increase of capital through the issuance of Equity Securities 

which is carried out by means of ordering, then, it must be carried out 
by giving Preemptive Rights (“PR”) to the shareholders whose names 
are recorded in the Register of Shareholders of the Company on the 
date stipulated by the General Meeting of Shareholders approving the 
issuance of the Equity Securities in the total number proportional to 
the total number of shares owned by the relevant shareholders and 
the total number of the entire shares which have been recorded in the 
Register of Shareholders under the name  of the shareholders on such 
date. 
 

6. a. The Company may carry out the increase of capital 
through the issuance of shares and/or other Equity 
Securities, either those which are convertible to shares 
or those providing rights to purchase shares, by giving 
PR which constitutes a right which can be transferred, to 
every shareholder with a certain ratio towards the 
percentage of his share ownership. 

Adjustment to  
POJK  14/POJK.04/2019  

 
 

12 Pasal 4 ayat (6) 
huruf b 

 
 

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada 
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: 
1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; 
2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek bersifat ekuitas lain 

yang -dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan 
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; 

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang 
telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau 

4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang 
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. 

 

6. b. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham 
dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 6 huruf a Pasal ini tidak berlaku 
jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui 
penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya 
dalam rangka: 
a. Perbaikan posisi keuangan;  
b. Selain perbaikan posisi keuangan;  
c. Penerbitan Saham Bonus yang: 

i. merupakan dividen saham sebagai hasil dari 
saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal, 
dan/atau 

ii. bukan merupakan dividen saham, sebagai hasil 
dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya 
yang dikapitalisasi menjadi modal. 

Dengan memperhatikan peraturan perundangan 
yang berlaku dibidang Pasar Modal 

 

Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019  
Pasal 3 

Article 4 
paragraph (6) 

letter b 

b. The issuance of Equity Securities without giving PR to the shareholders 
may be carried out in the event of the issuance of shares: 
1. which is intended for the employees of the Company; 
2. which is intended for the bondholders or the holders of other 

equity Securities which are convertible to shares, which have been 
issued with the approval of the General Meeting of Shareholders; 

3. which is carried out in the framework of reorganization and/or 
restructuring which has been approved by the General Meeting of 
Shareholders; and/or 

4. which is carried out in accordance with the regulations in the 
Capital Market sector permitting the increase of capital without PR. 

6. b. The obligation to give PR in the issuance of shares 
and/or other equity Securities as referred to in 
paragraph 6 letter a of this Article will not be applicable 
if the Company carrying out the increase of capital 
through the issuance of shares and/or other equity 
Securities in the framework of: 
a. Improvement of capital position; 
b. Other than for the improvement of capital position;  
c. Issuance of Bonus Shares which: 

i. Constitute share dividends as the proceeds from 
the capitalization of profit balance, and/or 

ii. Do not constitute share dividends, as the 
proceeds from the capitalization of shares agio 
or other equity elements. 

with due observance of the prevailing statutory 
regulations in the Capital Market sector 

 

Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019  
Article 3 
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13 Pasal 4 ayat (6) 
huruf c, huruf d 

dan huruf e 
 

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan 
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan 
yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak 
diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua 
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, 
dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan 
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek 
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan 
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat 
Ekuitas. 

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil 
bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas 
tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak 
sebagai pembeli siaga dengan harga dan persyaratan yang sama. 

 

DIHAPUS 
 

1. Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 

2. Sudah tertuang dalam  ayat 
4  ayat 6 usulan perubahan 
Anggaran Dasar 

Article 4 
paragraph (6) 

letter c, letter d 
and letter e 

c. PR must be transferable and tradable, with due observance of the 
provisions of the prevailing statutory regulations in the Capital Market 
sector; 

d. Equity Securities which are issued by the Company and not subscribed 
by the holders of PR must be allocated to all shareholders ordering 
additional Equity Securities, provided that if the total number of the 
Equity Securities being ordered exceeded the total number of Equity 
Securities to be issued, the Equity Securities which are left 
unsubscribed must be allocated proportional to the total number of PR 
exercised by each of the shareholders ordering the additional Equity 
Securities. 

e. In the event that there are remaining Equity Securities unsubscribed 
by the shareholders as referred to in letter d above, then, in the event 
that the there is a standby purchaser, the Equity Securities must be 
allocated to a certain Party acting as the standby purchaser with the 
same price and requirements. 

 

DELETED 1. Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019 

2. Has been set out in 
paragraph 4 paragraph 6 of 
the proposal for the 
Amendment to the Articles 
of Association 

14  - 7. Ketentuan mengenai penambahan modal dalam rangka 
untuk perbaikan posisi keuangan maupun selain perbaikan 
posisi keuangan adalah sebagaimana peraturan di bidang 
pasar modal yang mengatur tentang penambahan modal 
dengan memberikan HMETD. 
 

Merupakan Klausul baru 
Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 

 - 7. Provisions regarding the increase of capital in the framework 
of capital position improvement or other than for capital 
position improvement are as in the regulations in the capital 
market sector which stipulate regarding the increase of 
capital by giving PR. 
 

Constitute a new clause. 
Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019 
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15  - 8. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham untuk penambahan modal dalam rangka selain 
memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan dengan 
ketentuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 
Anggaran Dasar ini. 
 

Klausul baru 
Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 

 - 8. The attendance quorum and the resolutions of the General 
Meeting Of Shareholders for the increase of capital in the 
framework other than to improve the capital position will be 
carried out with the provisions of the General Meeting Of 
Shareholders as stipulated in Article 12 of this Articles of 
Association. 
 

Constitute a new clause. 
Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019 

16 Pasal 4 ayat (7) 
 
 

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek 
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui 
pengeluaran Efek tersebut. 

DIHAPUS 1. Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 

2. Sudah tertuang dalam Pasal 
4 ayat 3 

Article 4 
paragraph (7) 

The implementation for the issuance of portfolio shares for the holders of 
Securities which are convertible to shares or Equities containing the rights 
to acquire shares, may be carried out by the Board of Directors based on 
the previous General Meeting of Shareholders of the Company who has 
approved the issuance of the Securities aforesaid. 

DELETED 1. Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019 

2. Has been set out in  
Article 4 paragraph 3 

17 Pasal 4 ayat (8) 
 

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, 
dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham 
yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, 
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus 
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
 

DIHAPUS Penyesuaian dengan  
POJK 14/POJK.04/2019 

Article 4 
paragraph (8) 

The increase of paid-up capital becomes effective after the occurrence of 
payment, and the shares being issued will have the same rights as the 
shares of the same classification which have been issued by the Company, 
without prejudice to the obligations of the Company to arrange for the 
notification to the Minister of Law and Human Rights. 
 

DELETED Adjustment to  
POJK 14/POJK.04/2019 

  
Pasal 9 / 
Article 9 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM/ 

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
 

 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM/ 

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

 

18 Pasal 9 ayat (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah tahun buku berakhir. 
 

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kecuali dalam kondisi 
tertentu sebagaimana ditetapkan oleh regulator di bidang pasar 
modal.  
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 2 ayat 3 



 
      

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk/ 
The Amendment of Articles of Association of PT Bank BTPN Syariah Tbk 

Tahun/Year 2021 

Page 8 of 22 
 

Article 9 
paragraph (3) 

The Annual General Meeting Of Shareholders must be convened within a 
period of at the latest 6 (six) months after the end of the financial year. 

The annual General Meeting Of Shareholders must be convened within 
a period of at the latest 6 (six) months after the end of the financial 
year, unless in certain conditions as stipulated by the regulator in the 
capital market sector. 
 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020 
Article 2 paragraph 3 

 Pasal 10/ 
Article 10 

 
TEMPAT, PEMANGGILAN  DAN PIMPINAN RUPS/ 

VENUE, SUMMONING AND CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING 
OF SHAREHOLDERS 

 
TEMPAT DAN WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, 

PEMANGGILAN, PIMPINAN RUPS SERTA MEDIA DAN 
BAHASA/ 

VENUE AND TIME, NOTIFICATION, ANNOUNCEMENT, 
SUMMONING, CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF 

SHAREHOLDERS AS WELL AS MEDIA DAN LANGUAGE 
 

 
Penyesuaian Judul dengan POJK 
Nomor 15/POJK.04/2020 / 
Adjustment of Title of POJK 
Number 15/POJK.04/2020 

19 10 ayat (1)  
huruf c 

 

c. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Ayat 1.a, RUPS dapat juga dilakukan melalui media 
(telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik 
lainnya) yang memungkinkan semua peserta RUPS untuk saling 
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 
RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang 
berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang pasar modal. 

 

1. c. 
 
 
 
d. 

Selain penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 huruf a Pasal ini, Perseroan dapat 
melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan 
peraturan perundangan dibidang pasar modal; 
Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan 
wajib: 
i. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan 

RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata 
acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan 
pemanggilan RUPS; dan 

ii. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri 
paling sedikit oleh: 
a) pimpinan RUPS; 
b) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) 

orang anggota Dewan Komisaris; dan 
c) profesi penunjang pasar modal yang membantu 

pelaksanaan RUPS. 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 16/POJK.04/2020 
Pasal 3 

 10 paragraph (1) 
letter c 

c. In addition to the convening of the General Meeting Of Shareholders 
as referred to in the provisions of Paragraph 1.a, the General Meeting 
Of Shareholders may also be convened through media 
(teleconference, video conference or through other means of 
electronic media) which enables all participants of the General 
Meeting Of Shareholders to see and hear directly and participate in 
the General Meeting Of Shareholders, with due observance of the 
prevailing statutory regulations, including the statutory regulations in 
the capital market sector. 

1. c. 
 
 
 
 
 
d. 

In addition to the convening of the General Meeting Of 
Shareholders as referred to in paragraph 1 letter a of 
this Article, the Company may be convened the General 
Meeting Of Shareholders electronically in accordance 
with the statutory regulations in the capital market 
sector; 
In the implementation of electronic General Meeting of 
Shareholders, the Company will be obliged to: 

i. Include information regarding the plan for the 
convening of electronic General Meeting Of 
Shareholders in the notification of agenda of the 
General Meeting Of Shareholders to OJK, the 
announcement for the General Meeting Of 
Shareholders, and the summoning for the General 
Meeting Of Shareholders; and 

ii. Convene the General Meeting Of Shareholders 
physically which is attended by at least: 

Adjustment to  
POJK Number 16/POJK.04/2020 
Article 3 
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a) The chairman of the General Meeting Of 
Shareholders; 

b) 1 (one) member of the Board of Directors and/or 
1 (one) member of the Board of Commissioners; 
and 

c) The capital market supporting professions 
assisting the implementation of the General 
Meeting Of Shareholders. 

 
20 Pasal 10 ayat (2) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai pengumuman mata acara 
RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak 
yang berhak menyelenggarakan RUPS  wajib melakukan pengumuman 
kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman 
tersebut dilakukan paling kurang melalui (i) iklan dalam sedikit-dikitnya 1 
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional,(ii) situs web bursa efek tempat saham Perseroan dicatatkan, dan 
(iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, 
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa 
Inggris. 
 

2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada 
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari 
sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal 
pemanggilan RUPS.   

1. Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 
15/POJK.04/2020  
Pasal 14 ayat 1 
 

2. Klausul mengenai Media 
Pengumuman akan masuk 
ayat khusus tentang Media 
dan Bahasa 

Article 10 
paragraph (2) 

Without prejudice to the provisions regarding the announcement of the 
agenda of the General Meeting Of Shareholders to the Financial Services 
Authority, at the latest 14 (fourteen) days before the giving of the 
summoning for the General Meeting Of Shareholders, excluding the date of 
the announcement and the date of the summoning, the party entitled to 
convene the General Meeting Of Shareholders will be obliged to make 
announcement to the shareholders that the General Meeting Of 
Shareholders will be convened, the announcement aforesaid must be 
made at least through (i) advertisement in at least 1 (one) daily 
newspaper in the Indonesian language with national circulation, (ii) the 
website of the stock exchange in which the shares of the Company are 
listed, and (iii) the website of the Company, in the Indonesian Language 
and foreign languages, provided that the foreign languages to be used 
must be at least the English Language. 
 

2. a.  The Company will be obliged to make announcement of the 
General Meeting Of Shareholders to the shareholders at the 
latest 14 (fourteen) days prior to the date of the summoning 
for the General Meeting Of Shareholders, excluding the date 
of the announcement and the date of the summoning for 
the General Meeting Of Shareholders. 

1. Adjustment to  
POJK Number 
15/POJK.04/2020 
Article 14 paragraph 1 
 

2. Clause regarding the 
Publication Media will be 
included in a specific 
paragraph regarding Media 
and Language 

21 paragraph 2 
 

Pengumuman tersebut paling kurang memuat: 
a. Tanggal penyelenggaraan dan tanggal pemanggilan RUPS; 
b. Ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak hadir dalam 

RUPS;  
c. Ketentuan mengenai pemegang saham yang berhak mengusulkan 

mata acara RUPS; 
d. Hal lain yang disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku 

termasuk peraturan perundangan dalam bidang pasar modal. 
Ketentuan dalam ayat 2 ini tidak mengurangi peraturan perundangan 
yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam bidang pasar 
modal. 

2. b. Pengumuman RUPS tersebut memuat paling sedikit: 
i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir 

dalam RUPS;  
ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak 

mengusulkan mata acara RUPS;  
iii. Tanggal pemanggilan RUPS;  
iv. Tanggal penyelenggaraan RUPS  
v. Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas 

permintaan pemegang saham atau Dewan 
Komisaris apabila RUPS diselenggarakan karena 
adanya permintaan dari pemegang saham atau 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 14 ayat 2 dan 3 
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 Dewan Komisaris. 
vi. Hal lain yang disyaratkan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku termasuk peraturan 
perundangan dalam bidang pasar modal. Ketentuan 
dalam ayat 2 ini tidak mengurangi peraturan 
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan 
perundangan dalam bidang pasar modal.   

 

 paragraph 2 
 

The announcement aforesaid must at least contain: 
a. The date of convening and the date of summoning for the General 

Meeting Of Shareholders; 
b. The provisions regarding the shareholders who are entitled to be 

present in the General Meeting Of Shareholders;  
c. The provisions regarding the shareholders who are entitled to propose 

the agenda of the General Meeting Of Shareholders; 
d. Other matters which are prescribed in the prevailing statutory 

regulations, including the statutory regulations in the capital market 
sector. The provisions in this paragraph 2 do not prejudice to the 
prevailing statutory regulations, including the statutory regulations in 
the capital market sector. 

 

2. b. The announcement of the General Meeting Of 
Shareholders aforesaid must at least contain: 

i. Provisions on the shareholders who are entitled to 
be present in the General Meeting Of Shareholders; 

ii. Provisions on the shareholders who are entitled to 
propose the agenda of the General Meeting Of 
Shareholders; 

iii. The date of summoning for the General Meeting Of 
Shareholders; 

iv. The date of convening of the General Meeting Of 
Shareholders; 

v. Information that the General Meeting Of 
Shareholders is convened upon the request of the 
shareholders or the Board of Commissioners if the 
General Meeting Of Shareholders is convened due 
to the presence of request from the shareholders or 
the Board of Commissioners. 

vi. Other matters prescribed in the prevailing statutory 
regulations, including the statutory regulations in 
the capital market sector. The provisions in this 
paragraph 2 do not prejudice to the prevailing 
statutory regulations, including the statutory 
regulations in the capital market sector. 

 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020 
Article 14 paragraphs 2 and 3 

22  - 2. c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri 
oleh pemegang saham independen sebagaimana diatur 
dalam Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar ini, selain 
informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, 
dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga 
keterangan: 

i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan 
diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang 
saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh 
dalam RUPS pertama; dan 

ii. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang 
disyaratkan dalam setiap rapat. 
 

Klausul baru 
Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
 

  - 2. c. In the event that the General Meeting Of Shareholders 
constitutes a General Meeting Of Shareholders which is 
only attended by the independent shareholders as 

Constitute a new clause. 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020 
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stipulated in Article 11 paragraph 8 of this Articles of 
Association, other than the information as referred to in 
letter b of this article, in the announcement for the 
General Meeting Of Shareholders must also be contained 
information regarding: 

i. The subsequent General Meeting Of Shareholders 
which is planned to be convened if the prescribed 
attendance quorum of the independent 
shareholders cannot be reached in the first General 
Meeting Of Shareholders; and 

ii. The statement regarding the prescribed quorum for 
the resolution in every meeting. 
 

 

23  - 2. d.  Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 Pasal ini, dapat dilakukan dengan memperhatikan 
persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan 
di bidang pasar modal, atas permintaan:  
i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang 

bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) 
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara;  

ii. Dewan Komisaris. 
 

Klausul baru 
Penyesuaian dengan 
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 3 ayat 1 

 - 2. d. The convening of the General Meeting Of Shareholders 
as referred to in paragraph 1 of this Article may be 
carried out with due observance of the requirements 
stipulated in the statutory regulations in the capital 
market sector, upon the request of: 
i. 1 (one) or more shareholders collectively 

representing 1/10 (one-tenth) or more of the total 
number of the entire shares with voting rights; 

ii. The Board of Commissioners. 
 

Constitute a new clause. 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020 
Article 3 paragraph 1 

24 Pasal 10 ayat (7) 
 

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan 
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya 
permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan 
berdasarkan ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini. dan paling kurang melalui 1 (satu) 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs 
web bursa efek tempat saham Perseroan tercatat, dan situs web 
Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan 
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 

7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini 
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) 
hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS 
dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat 
5 Pasal ini. 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 4 ayat 1 
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 Article 10 
paragraph (7) 

The announcement as referred to in paragraph 6 of this Article shall be 
made within a period of no later than 15 (fifteen) days from the receipt of 
the application for the General Meeting Of Shareholders from the 
shareholders of the Company based on paragraph 3 and paragraph 5 of 
this Article. and at least through 1 (one) daily newspaper in Indonesian 
language with national circulation, the website of stock exchange where 
the shares of the Company are listed, and on the website of the Company, 
in Bahasa Indonesia and foreign languages,  provided that the foreign 
language that are referred to is in the least  English. 
 

7. The announcement as referred to in paragraph 6 of this Article 
shall be made within a period of no later than 15 (fifteen) days 
from the receipt of the application for the General Meeting Of 
Shareholders from the shareholders of the Company based on 
paragraph 3 and paragraph 5 of this Article. 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020  
Article 4 paragraph 1 
 

25 Pasal 10 ayat (9) 
huruf d 

 

d.  Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar 
dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka 
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan 
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris 
atau ditetapkan oleh Pengadilan. 

9.  d.  Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh 
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua 
pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan 
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 2 huruf d pasal ini wajib tidak 
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS 
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan 
oleh ketua pengadilan negeri. 

 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 8 
 

 Article 10 
paragraph (9) d 

 

d. the shareholders submitting application for the convening of the 
General Meeting Of Shareholders as referred to in Article 9 paragraph 
7 of the Articles of Association will be prohibited to transfer their share 
ownership within a period of at least 6 (six) months starting as of the 
General Meeting Of Shareholders if the application for the convening 
of the General Meeting Of Shareholders is fulfilled by the Board of 
Directors and the Board of Commissioners or is stipulated by the 
Court. 

9. d.   If the request for the convening of the General Meeting Of 
Shareholders is fulfilled by the Board of Directors or the 
Board of Commissioners or is stipulated by the chairman 
of the district court, the shareholders making the request 
for the convening of the General Meeting Of Shareholders 
as referred to in paragraph 11 of this article will be 
obliged of not transferring their share ownership within a 
period of at least 6 (six) months starting as of the 
announcement for the General Meeting Of Shareholders 
by the Board of Directors or the Board of Commissioners 
or starting as of the stipulation by the chairman of the 
district court. 

 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020 
Article 8 
 

26 Pasal 10 ayat (11) 
 
 

Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara rapat 
yang dimuat dalam panggilan RUPS apabila: 
a. diajukan secara tertulis kepada pihak yang menyelenggarakan 

Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang atau lebih pemegang 
saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per 
dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan. 

b. diterima oleh pihak yang menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 
pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan. 

c. Menurut pendapat pihak yang menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham, usul dilakukan dengan itikad baik dan dengan 
mempertimbangkan kepentingan Perseroan.  

d. menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata 
acara rapat. 

e. usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam mata 
acara rapat yang dimuat dalam panggilan RUPS apabila: 
a. Diajukan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari 

sebelum pemanggilan RUPS. 
b. Diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang 

mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari 
jumlah seluruh saham. 

c. Dilakukan dengan itikad baik; 
d. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
e. Merupakan mata acara rapat yang membutuhkan 

keputusan RUPS; 
f. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; 

dan 
g. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan 

Anggaran Dasar. 
Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari 

1. Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 
15/POJK.04/2020 
Pasal 16  

 
2. Menyusun kembali 

ketentuan tentang usulan 
mata acara Rapat 
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membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 
f. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku 

termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal dan 
Anggaran Dasar ini. 

pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam 
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ini huruf a 
sampai g. 

   

 Article 10 
paragraph (11) 

 
 

The proposal of the shareholders must be included in the agenda of the 
meeting contained in the summoning for the General Meeting Of 
Shareholders if: 
a. It was submitted in writing to the party convening the General 

Meeting of Shareholders by one or more shareholders collectively 
representing at least 1/20 (one-twentieth) or equivalent to 5% (five 
percent) of the total number of the entire shares with voting rights 
issued by the Company. 

b. It was received by the party convening the General Meeting of 
Shareholders at the latest 7 (seven) times before the summoning 
for the relevant meeting is issued. 

c. According to the opinion of the party convening the General Meeting 
of Shareholders, the proposal is submitted in good faith and by 
considering the interest of the Company. 

d. It supplemented the reason for convening the meeting and the 
material for the proposal of the agenda of the meeting. 

e. The relevant proposal for the agenda of the meeting constituted 
agenda requiring the resolution of the General Meeting of 
Shareholders. 

f. It did not contradict with the prevailing statutory regulations 
including the statutory regulations in the Capital Market sector and 
this Articles of Association. 

 

11. The proposal of the shareholders must be included in the 
agenda of the meeting contained in the summoning for the 
General Meeting Of Shareholders if: 
a. It was submitted to the Board of Directors at the latest 

7 (seven) days prior to the summoning for the General 
Meeting Of Shareholders. 

b. It was submitted by 1 (one) or more shareholders 
representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total 
number of the entire shares. 

c. It was done in good faith; 
d. It was considering the interest of the Company; 
e. It constituted the agenda of the meeting requiring the 

approval of the General Meeting Of Shareholders; 
f. It supplemented a reason and the material for the 

proposal of the agenda of the meeting; and 
g. It did not contradict with the statutory regulations and 

the Articles of Association. 
The Company will be obliged to include the proposal for the 
agenda of the meeting from the shareholders in the agenda of 
the meeting contained in the summoning, to the extent that 
the proposal for the agenda of the meeting fulfill the 
requirements as referred to in this paragraph letters a up to g. 

1. Adjustment to  
POJK Number 
15/POJK.04/2020 
Article 16  

 
2. Rearrange the provisions 

regarding the proposal for 
the agenda of the Meeting 

 
 
 

   
27 Pasal 10 ayat (12) 

 
Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak 
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.  Tanpa 
mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk 
RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dilakukan oleh pihak 
yang menyelenggarakan rapat kepada para pemegang saham melalui (i)  
iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang beredar secara nasional, (ii) situs web bursa efek tempat saham 
Perseroan tercatat, dan (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia 
dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling 
kurang Bahasa Inggris. 

12. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan 
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, 
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 
tanggal RUPS. 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020  
Pasal 17 ayat 1 
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 Article 10 
paragraph (12) 

The summoning for the General Meeting Of Shareholders must be given by 
the Company at the latest 21 (twenty one) days prior to the date of the 
General Meeting Of Shareholders, excluding the date of the summoning 
and the date of the General Meeting Of Shareholders. Without prejudice to 
other provisions in this Articles of Association, the summoning for the 
General Meeting Of Shareholders must be given to the shareholders by the 
party convening the meeting to the shareholders through (i) advertisement 
in at least 1 (one) daily newspaper in the Indonesian language with 
national circulation, (ii) the website of the stock exchange in which the 
shares of the Company are listed, and (iii) the website of the Company, in 
the Indonesian Language and foreign languages, provided that the foreign 
language being used must be at least the English Language. 
 

12. The summoning for the General Meeting Of Shareholders must 
be given by the Company at the latest 21 (twenty one) days 
prior to the date of the General Meeting Of Shareholders, 
excluding the date of the summoning and the date of the 
General Meeting Of Shareholders. 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020  
Article 17 paragraph 1 
 
 

28 Pasal 10 ayat (13) 
 

13.  Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, 
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata 
acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan 
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS 
tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai 
dengan tanggal RUPS. 

13. 
 

Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit: Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 17 ayat 2 dan  
Pasal 18 ayat 1  
yang merupakan ketentuan 
baru 

 i. 
ii. 
 
iii. 
 
iv. 
 
 
 
 
v. 
 

Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; 
Ketentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam 
RUPS; 
Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata 
acara tersebut;  
Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS 
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal 
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS 
diselenggarakan yang dapat diakses dan diunduh melalui 
situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; 
Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan 
kuasa melalui e-RUPS; 
 

Article 10 
paragraph (13) 

13.   In the summoning for the General Meeting Of Shareholders must be 
stated the date, time, venue, provisions on the shareholders who 
are entitled to be present in the General Meeting Of Shareholders, 
the agenda of the meeting, including the explanation over the 
agenda of the meeting aforesaid, and the notification that the 
materials to be discussed in the General Meeting Of Shareholders 
are available at the office of the Company starting as of the date of 
the summoning for the General Meeting Of Shareholders up to the 
date of the General Meeting Of Shareholders. 

13. The summoning for the General Meeting Of Shareholders must 
at least contain information regarding: 
 

i. The date, time, and venue of the convening of the 
General Meeting Of Shareholders  

ii. The provisions on the Shareholders who are entitled to 
be present in the General Meeting Of Shareholders; 

iii. The agenda of the General Meeting Of Shareholders, 
including the explanation over every agenda aforesaid;  

iv. The information that the materials related to the agenda 
of the General Meeting Of Shareholders are available for 
the shareholders starting as of the date of summoning 
for the General Meeting Of Shareholders up to the 
convening of the General Meeting Of Shareholders which 
can be accessed and downloaded through the website of 
the Company and/or e-General Meeting Of 
Shareholders; 

v. The information that the shareholders may grant power 
of attorney through e-General Meeting Of Shareholders; 
 

Adjustment to POJK Number 
15/POJK.04/2020,  
Article 17 paragraph 2 and 
Article 18 paragraph 1  
which constitute new provisions 
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29  - 14 a. 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
c. 

Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika 
terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS 
yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
12 Pasal ini  
Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan 
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan 
mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan 
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini. 
Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang 
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku 
apabila ralat pemanggilan RUPS atas perubahan 
informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS 
dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan 
bukan karena kesalahan Perseroan dan/atau ditentukan 
demikian oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar 
Modal. 
 

Klausul baru 
Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
 
 
 

 - 14 a. 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 

The Company will be obliged to make the correction 
over the summoning for the General Meeting Of 
Shareholders if there was any change of information in 
the summoning for the General Meeting Of Shareholders 
which has been given as referred to in paragraph 12 of 
this Article. 
In the event that the change of information contained a 
change of date for the convening of the General Meeting 
Of Shareholders and/or an addition to the agenda of the 
General Meeting Of Shareholders, the Company will be 
obliged to give resummoning for the General Meeting Of 
Shareholders with the procedure for the summoning as 
referred to in paragraph 11 of this Article. 
The provisions on the obligation to give the 
resummoning for the General Meeting Of Shareholders 
as referred to in letter a will not be applicable if the 
correction over the summoning for the General Meeting 
Of Shareholders is due to the change of information 
regarding the date of convening of the General Meeting 
Of Shareholders and/or an addition to the agenda of the 
General Meeting Of Shareholders is carried out, other 
than due to the fault of the Company and/or is 
stipulated as such by the Financial Services Authority in 
the Capital Market sector. 
 

Constitute a new clause. 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020 
 
 
 

30 Pasal 10  
ayat (15) 

 

Pihak yang menyelenggarakan RUPS wajib menyediakan bahan mata acara 
rapat di kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang 
saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan hingga tanggal Rapat 
Umum Pemegang Saham diselenggarakan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam 
bidang Pasar Modal. 

16. Bahan mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham yang 
dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan 
dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan 
RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan 
peraturan perundangan termasuk peraturan perundangan di 
bidang Pasar Modal. 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 18 ayat 1 dan 2  



 
      

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk/ 
The Amendment of Articles of Association of PT Bank BTPN Syariah Tbk 

Tahun/Year 2021 

Page 16 of 22 
 

Article 10 
paragraph (15) 

The party convening the General Meeting Of Shareholders will be obliged 
to provide the material for the agenda of the meeting at the head office of 
the Company for examination by the shareholders starting as of the date 
of the summoning up to the date of convening of the General Meeting of 
Shareholders in accordance with the prevailing statutory regulations 
including the statutory regulations in the Capital Market sector. 

16. The material for the agenda of the General Meeting Of 
Shareholders will be available for the shareholders which can 
be accessed and downloaded through the website of the 
Company and/or e-General Meeting Of Shareholders starting 
as of the date of the summoning for the General Meeting Of 
Shareholders up to the convening of the General Meeting Of 
Shareholders in accordance with the statutory regulations 
including the statutory regulations in the Capital Market 
sector. 
 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 18 paragraphs 1 and 2  

31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

17. a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
d. 
 
 

Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat 
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman 
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:  
i. situs web penyedia e-RUPS;  
ii. situs web bursa efek; dan  
iii. situs web Perseroan. 
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan 
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit 
bahasa Inggris.  
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir iii wajib 
memuat informasi yang sama dengan informasi dalam 
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.  
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi 
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang 
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa 
Indonesia yang digunakan sebagai acuan.   
Dalam hal Perseroan menyediakan e-RUPS, ketentuan 
mengenai media pengumuman, pemanggilan, 
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman 
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan 
melalui paling sedikit:  
i. situs web bursa efek; dan  
ii. situs web Perseroan;  

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan 
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit 
bahasa Inggris. 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 52 ayat 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 52 ayat 3 
 
 
Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 52 ayat 4 
 
 
Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 53 ayat 1 
 

  - 17. a. 
 
 
 
 
 
 

The obligation to make announcement, give 
summoning, correction over the summoning, 
resummoning, and the announcement of the summary 
of the minutes of the General Meeting Of Shareholders, 
as referred to in the articles of association of the 
Company, will be carried out through at least:  
i. The website of the e-General Meeting Of 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 52 paragraph 1 
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b. 
 
 
c. 
 
 
 
d. 

Shareholders provider;  
ii. The website of the stock exchange; and  
iii. The website of the Company. 
In the Indonesian Language and foreign languages, 
provided that the foreign language to be used must be 
at least the English Language.  
The announcement using foreign language as referred 
to in letter a point iii must contain the same 
information as the information in the announcement 
using Indonesian Language.  
In the event that the there is a difference of 
interpretation over the information announced in the 
foreign language and those announced in the 
Indonesian Language as referred to in letter b, the 
information in the Indonesian Language will be used as 
the reference.   
In the event that the Company provides e-General 
Meeting Of Shareholders, the provisions regarding the 
media for the announcement, the summoning, the 
summoning, the resummoning, and the announcement 
of the summary of the minutes of the General Meeting 
Of Shareholders as referred to in letter a up to letter c 
of this paragraph will be carried out through at least:  
i. The website of the stock exchange; and 
ii. The website of the Company; 

In the Indonesian Language and foreign languages, 
provided that the foreign language to be used must be 
at least the English language. 
 

 
 
 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 52 paragraph 3 
 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 52 paragraph 4 
 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 53 paragraph 1 
 

  
Pasal 11/ 
Article 11 

 
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM   

PEMEGANG SAHAM/QUORUM, VOTING RIGHTS, 
RESOLTUIONS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

 
KUORUM, HAK SUARA KEPUTUSAN DAN 

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM/ 
QUORUM, VOTING RIGHTS, RESOLUTIONS AND MINUTES OF 

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
 

 

32 Pasal 11  
ayat (1)  
huruf a 

a. Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk pengambilan keputusan 
mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan 
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali Undang-undang 
dan atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih 
besar.  

 

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata 
acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan 
mengikuti ketentuan: 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 41 ayat 1 

 a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang 
dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum 
yang lebih besar.  
 

 

Article 11 
paragraph (1)  

letter a 

a.  The General Meeting of Shareholders, including the adoption of 
resolution regarding the issuance of Equity Securities, may be 
convened if it was attended by shareholders representing more than 
1/2 (one-half) of the total number of the entire shares with valid 

1. The attendance quorum and the resolution quorum of the General 
Meeting Of Shareholders for the agenda which must be resolved 
in the General Meeting Of Shareholders will be carried out by 
complying with the provisions that: 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 41 paragraph 1 
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voting rights which have been issued by the Company unless the laws 
and or this Articles of Association stipulate a greater quorum.   

 

a.     The General Meeting Of Shareholders may be convened if 
in the General Meeting Of Shareholders more than 1/2 
(one-half) of the total number of the entire shares with 
voting rights were present or represented, unless the Law 
and/or this Articles of Association stipulate a greater 
quorum. 

  
 

 
33 Pasal 11  

ayat (1) 
huruf b 

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal 
ini tidak tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari, 
akan tetapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal 
RUPS yang pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua. 

 
 

1. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a 
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan, dalam waktu 
paling cepat 10 (sepuluh) hari, akan tetapi paling lambat 
21 (dua puluh satu) hari, setelah tanggal RUPS yang 
pertama dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar ini 
menentukan kuorum yang lebih besar. 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 41 ayat 1 

 Article 11 
paragraph (1)  

letter b 

b.  In the event that the quorum as referred to in paragraph 1 letter a of 
this Article cannot be reached, then, within a period of no sooner than 
10 (ten) days, however, no later than 21 (twenty one) days, after the 
date of the first General Meeting Of Shareholders, may be convene the 
second General Meeting Of Shareholders. 

1. b. In the event that the quorum as referred to in letter a 
cannot be reached, the second General Meeting Of 
Shareholders may be convened, within a period of no 
sooner than 10 (ten) days, however, no later than 21 
(twenty one) days, after the date of the first General 
Meeting Of Shareholders, provided that the second 
General Meeting Of Shareholders is valid and entitled to 
adopt resolution if in the General Meeting Of Shareholders 
at least 1/3 (one-third) of the total number of the entire 
shares with voting rights were present or represented, 
unless this Articles of Association stipulates a greater 
quorum. 
 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 41 paragraph 1 

34 Pasal 11  
ayat (1)   
huruf c 

 

c. Pemanggilan RUPS yang kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 10 ayat 14 Anggaran Dasar ini.  

 

DIHAPUS Sudah tertuang  
dalam Pasal 10 ayat 14 

Article 11 
paragraph (1)  

letter c 

c.  The summoning for the second General Meeting Of Shareholders will 
be given in accordance with the provisions of Article 10 paragraph 14 
of this Articles of Association 

 

DELETED Has been set out  
in Article 10 paragraph 14 

35 Pasal 11  
ayat (1)  
huruf d 

d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang 
mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling 
sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 

 

DIHAPUS Sudah tertuang  
Dalam Pasal 11 ayat (1) b dan 
akan disesuaikan pada Sub Ayat 
berikutnya 
 

Article 11 
paragraph (1) 

letter d 

d. The second Meeting will be valid and entitled to adopt binding 
resolution if it was attended by shareholders owning at least 1/3 (one-
third) of the total number of the entire shares with valid voting rights 
which have been issued by the Company. 

 

DELETED Has been set out  
in Article 11 paragraph (1) b 
and will be adjusted in the 
subsequent Sub-Paragraph 
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36 Pasal 11  
ayat (2)  
huruf b 

 

b.  Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham 
yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) 
hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. 

 

2. b. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS, maka 
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah 
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan ulang RUPS. 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 23 ayat 4 

Article 11 
paragraph (2) 

letter b 

b.  In the event that there was any correction over the summoning for 
the General Meeting Of Shareholders, then, the shareholders who are 
entitled to be present in the General Meeting Of Shareholders shall be 
the shareholders whose names are recorded in the Register of 
Shareholders of the Company 1 (one) working day prior to the 
correction over the summoning for the General Meeting Of 
Shareholders. 

 

2. b. The shareholder who is entitled to attend the General 
Meeting of Shareholders of the Company, either 
personally or represented by other shareholder or other 
party by virtue of a power of attorney: 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 23 paragraph 4 

37 Pasal 11  
ayat (2)  
huruf c 

 

c.  Pemegang saham berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan, baik sendiri maupun  diwakili oleh pemegang 
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. 

2. c. Pemegang saham berhak untuk menghadiri Rapat Umum 
Pemegang Saham Perseroan, baik sendiri maupun  
diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain 
dengan surat kuasa 
Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya 
kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam RUPS secara 
elektronik melalui e-RUPS. 
i. Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana 

dimaksud pada butir c. 1) ayat ini harus dilakukan 
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum 
penyelenggaraan RUPS. 

ii. Ketentuan tentang hak pemegang saham berkenaan 
dengan kehadiran dalam RUPS adalah sebagaimana 
diatur khusus dalam peraturan di bidang Pasar Modal. 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 28 

 Article 11 
paragraph (2) 

letter c  

c.  The shareholder who is entitled to attend the General Meeting of 
Shareholders of the Company, either personally or represented by 
other shareholder or other party by virtue of a power of attorney. 

2. c. The shareholder who is entitled to attend the General 
Meeting of Shareholders of the Company, either 
personally or represented by other shareholder or other 
party by virtue of a power of attorney 
The shareholder may grant power of attorney and his 
votes to other party to represent him in the General 
Meeting Of Shareholders electronically through e-General 
Meeting Of Shareholders. 
i. The granting of electronic power of attorney as 

referred to in point c. 1) of this paragraph must be 
made at the latest 1 (one) working day prior to the 
convening of the General Meeting Of Shareholders. 

ii. The provisions regarding the rights of the 
shareholders in relation to the attendance in the 
General Meeting Of Shareholders is as specifically 
stipulated in the regulations in the Capital Market 
sector. 

 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 28 
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38 11 ayat (8) 
 

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang 
terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, 
transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap 

telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang 
disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai 
benturan kepentingan, kecuali jika pemegang saham yang 
bersangkutan menyatakan lain.  

b. RUPS untuk memutuskan mata acara transaksi yang mempunyai 
benturan kepentingan harus memenuhi syarat pengumuman, 
pemanggilan, penyelenggaraan (termasuk kuorum) serta pengambilan 
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan 
dalam Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan bahwa 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut hadir dan atau diwakili 
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang 
dimiliki oleh para pemegang saham independen dan keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham disetujui oleh para  pemegang saham 
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh 
pemegang saham independen. 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal 
11 ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua yang memenuhi 
syarat pemanggilan, penyelenggaraan serta pengambilan keputusan 
dalam RUPS kedua yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan 
tetapi dengan ketentuan bahwa dalam RUPS kedua  harus dihadiri dan 
atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh 
Perseroan dan disetujui oleh para pemegang saham independen yang 
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki 
oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS Kedua.  

d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal 
ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara 
untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan 
RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

 

8. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS yang hanya dihadiri 
oleh pemegang saham independen sebagaimana diartikan 
dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal, 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang 
saham independen; 

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu 
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen; 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan 
jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki pemegang saham independen; 

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih 
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang 
saham independen yang hadir dalam RUPS; 

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, 
RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS 
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri 
oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan 
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan 
Perseroan; dan 

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh 
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 
50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh 
pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS 

 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 44 

 11 paragraph (8) 
 

In the event that the Company intends to carry out a certain transaction 
containing conflict of interest, and the relevant transaction is not exempted 
based on the prevailing statutory regulations in the Capital Market sector, 
the transaction aforesaid must obtain approval of the extraordinary 
General Meeting Of Shareholders convened with the following provisions:  
a. The shareholder with conflict of interest will be considered of having 

given the same resolution as the resolution approved by the 
independent shareholders without conflict of interest unless the 
relevant shareholder states otherwise. 

b. The General Meeting Of Shareholders to resolve the agenda of the 

8. The attendance and resolutions quorums of the General Meeting 
Of Shareholders which is only attended by the independent 
shareholders as defined in the statutory regulations in the 
capital market sector, will be carried out with the following 
provisions: 
a. The General Meeting Of Shareholders may be convened if 

the General Meeting Of Shareholders was attended by 
more than 1/2 (one-half) of the total number of the entire 
shares with valid voting rights owned by the independent 
shareholders; 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 44 
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transaction with conflict of interest must fulfill the requirements of 
announcement, summoning, convening (including quorum) as well as 
adoption of resolution in the General Meeting of Shareholders 
stipulated in this Articles of Association, however, provided that in the 
General Meeting of Shareholders aforesaid, have been present and or 
represented more than 1/2 (one-half) of the total number of the 
entire shares with valid voting rights which have been issued by the 
Company owned by the independent shareholders and the resolution 
of the General Meeting of Shareholders is approved by the 
independent shareholders representing more than 1/2 (one-half) of 
the total number of the entire shares with valid voting rights owned 
by the independent shareholders.  

c. In the event that the quorum as referred to in paragraph 8 letter b of 
this Article 11 cannot be reached, may be convened the second 
meeting which is fulfilling the requirements for the summoning, 
convening as well as adoption of resolutions in the second General 
Meeting Of Shareholders which are stipulated in this Articles of 
Association, provided however, that in the second General Meeting Of 
Shareholders, it must be attended and or represented by more than 
1/2 (one-half) of the total number of the entire shares with valid 
voting rights which have been issued by the Company and approved 
by the independent shareholders representing more than 1/2 (one-
half) of the total number of the shares owned by the independent 
shareholders who are present in the second General Meeting Of 
Shareholders. 

d. In the event that the quorum as referred to in paragraph 8 letter c of 
this Article cannot be reached, upon the request of the Company, the 
quorum, total number of votes to adopt resolution, the summoning, 
and the time for the convening of the third General Meeting Of 
Shareholders will be stipulated by the Financial Services Authority. 
 

b. The resolution of the General Meeting Of Shareholders as 
referred to in letter a above will be valid if it was 
approved by more than 1/2 (one-half) of the total number 
of the entire shares with valid voting rights owned by the 
independent shareholders; 

c. In the event that the quorum as referred to in letter a 
above cannot be reached, the second General Meeting Of 
Shareholders may be convened if the General Meeting Of 
Shareholders was attended by more than 1/2 (one-half) 
of the total number of the entire shares with valid voting 
rights owned by the independent shareholders; 

d. The resolution of the second General Meeting Of 
Shareholders will be valid if it was approved by more than 
1/2 (one-half) of the total number of the entire shares 
with valid voting rights owned by the independent 
shareholders who are present in the General Meeting Of 
Shareholders; 

e. In the event that the attendance quorum in the second 
General Meeting Of Shareholders as referred to in letter c 
cannot be reached, the third General Meeting Of 
Shareholders may be convened, provided that the third 
General Meeting Of Shareholders will be valid and entitled 
to adopt resolutions if it was attended by the Independent 
Shareholders form the shares with valid voting rights, in 
the attendance quorum stipulated by the Financial 
Services Authority upon the request of the Company; and 

f. The resolution of the third General Meeting Of 
Shareholders will be valid if it was approved by the 
independent shareholders representing more than 50% 
(fifty percent) of the shares owned by the independent 
shareholders who are present in the General Meeting Of 
Shareholders. 
 

39 Pasal 11 ayat 10 Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang 
saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham 
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta 
menandatangani keputusan yang memuat usul yang bersangkutan.  
 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan 
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. 
 

DIHAPUS 
 

 

Article 11 
paragraph 10 

The shareholders may also adopt valid and binding resolution without 
convening the General Meeting Of Shareholders, provided that all 
shareholders have been notified in writing and all shareholders give their 
approval regarding the proposal presented in writing as well as execute 
the resolution containing the relevant proposal. 
 

The resolution adopted in such a manner will have the same force as a 
resolution validly adopted in the General Meeting Of Shareholders. 

DELETED  
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40 Pasal 11 ayat 11 Perseroan berkewajiban paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah 
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan mengumumkan 
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada masyarakat 
paling kurang melalui iklan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan 
dalam bidang Pasar Modal. 
 
 

10. Perseroan wajib membuat risalah RUPS yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) 
orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. 
Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat ini tidak 
diisyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk 
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan.   

 
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh 
pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam 
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang 
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

 
Ketentuan berkenaan dengan pengumuman risalah RUPS adalah 
sebagaimana diatur di pasal 10 ayat 18 anggaran dasar ini. 

 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 49 ayat (4) 
 
 

Penyesuaian dengan  
POJK Nomor 15/POJK.04/2020 
Pasal 51 ayat 1 dan 2 
 

 Article 11 
paragraph 11 

The Company will be obliged to, at the latest within a period of 2 (two) 
working days after the date of convening of the General Meeting of 
Shareholders, announce the Summary of the Minutes of General Meeting 
of Shareholders to the public at least through advertisement in at least 1 
(one) daily newspaper in the Indonesian language with national 
circulation, in accordance with the prevailing statutory regulations, 
including the statutory regulations in the Capital Market sector. 

10. The Company will be obliged to draw up the minutes of the 
General Meeting Of Shareholders drawn up and executed by the 
Chairman of the General Meeting Of Shareholders and at least 1 
(one) shareholder appointed by the participants of the General 
Meeting Of Shareholders. The execution as referred to in this 
paragraph will not be required if the minutes of the General 
Meeting Of Shareholders aforesaid is drawn up in the form of the 
deed of minutes of General Meeting Of Shareholders drawn up by 
a Notary registered at the Financial Services Authority. 

 
In the event that the General Meeting Of Shareholders constitutes 
a General Meeting Of Shareholders that is only attended by the 
independent shareholders, the minutes of the General Meeting Of 
Shareholders must be drawn up in the form of the deed of 
minutes of General Meeting Of Shareholders drawn up by a 
Notary registered at the Authority. 

 
The provisions in relation to the announcement of the minutes of 
the General Meeting Of Shareholders are as stipulated in article 
10 paragraph 18 of this article of association. 

 

Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 49 paragraph (1) and (2) 
 
 
 
 
 
 

 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 49 paragraph (4) 
 
 
 
 
Adjustment to  
POJK Number 15/POJK.04/2020, 
Article 51 paragraphs 1 and 2 
 

Catatan/Notes : 

 Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam tabel perubahan Anggaran Dasar Bahasa Indonesia dengan tabel perubahan Anggaran Dasar Bahasa Inggris, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai 
acuan /In the event that there is any different interpretation on the information between the table of amendment to the Articles of Association in the Indonesian Language and the table of amendment to the Articles of Association in 
the English Language, then the information in the Indonesian Language will be used as the reference. 
 

 Dalam hal terdapat perbedaan rujukan pasal, ayat dan huruf pada Tabel Perubahan Anggaran Dasar tahun 2021 PT Bank BTPN Syariah Tbk (Perseroan) yang tercantum dalam Situs Bursa Efek Indonesia dan Situs Otoritas Jasa 

Keuangan dengan rujukan pasal, ayat dan huruf Tabel Perubahan Anggaran Dasar yang tercantum dalam Situs Web Perseroan, maka informasi pada Tabel Perubahan Anggaran Dasar yang tercantum dalam Situs Web Perseroan yang 
digunakan sebagai referensi / In the event that there are differences in the article, paragraph and letter references in the 2021 Amendment Table of the Articles of Association of PT Bank BTPN Syariah Tbk (the Company) listed on the 
Indonesia Stock Exchange Website and the Website of the Financial Services Authority with the reference article, paragraph and letter of the Amendment Table of the Articles of Association listed on the Company's Website, the 
information on the Amendment Table of the Articles of Association listed on the Company's Website shall be used as a reference. 

 


